






• Deregulasi perizinan → salah satu strategi untuk 

pertumbuhan tinggi berkelanjutan → pertumbuhan 

ekonomi 8%.

• Iklim investasi diarahkan agar semakin kondusif 

disertai dengan reformasi birokrasi dan deregulasi   

→ kepastian usaha dan investasi → peningkatan 

nilai PMA dan PMDN.

Lampiran I Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

RPJMNTahun 2025-2029

Arahan Presiden dalam Peresmian Pembukaan Konvensi 

dan Pameran ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA), 

21 Mei 2025: 

a. Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi.

b. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit 

untuk kita sendiri.

c. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan 

saya ganti, akan saya copot.

d. Sederhanakan semua proses.

e. Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin 

bekerja dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Arahan Presiden dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi, 8 

April 2025:

a. Pemerintah harus memberikan kemudahan kepada pelaku 

usaha.

b. Kepentingan nasionalis untuk melindungi penanaman modal 

dalam negeri harus dilakukan secara realistis.

c. Deregulasi harus dilakukan termasuk membandingkan 

praktik di negara lain, bahkan dapat menyontek apabila 

diperlukan (copy with pride).







Perizinan Berusaha dan pengawasan 

merupakan instrumen Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

mengendalikan suatu kegiatan usaha.

• penerbitan Perizinan Berusaha lebih 

efektif dan sederhana (tidak seluruh 

kegiatan usaha wajib memiliki izin).

• kegiatan pengawasan menjadi lebih 

terstruktur baik dari periode maupun 

substansi yang harus dilakukan 

pengawasan.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui 

penerapan Perizinan Berusaha berbasis 

risiko (PBBR): metode standar berdasarkan 

tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam 

menentukan jenis Perizinan Berusaha dan 

kualitas/frekuensi pengawasan.
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Pelanggaran atas Pasal 53 ayat (2) tersebut 

dikenai sanksi administratif sedang berupa:

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti 

rugi; 

b. pemberhentian sementara dengan 

memperoleh hak-hak jabatan; atau 

c. pemberhentian sementara tanpa 

memperoleh hak-hak jabatan.
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